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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

      Perencanaan pembangunan untuk negara berkembang termasuk Indonesia, masih 

mempunyai peranan yang sangat besar sebagai alat untuk mendorong dan mengendalikan 

proses pembangunan secara lebih tepat dan terarah. Mekanisme perencanaan menyangkut 

dengan proses pelaksanaan, instansi terlibat, jadwal pelaksanaannya, dan pejabat yang 

berwenang menetapkan dokumen perencanaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 3 menyebutkan perencanaan 

pembangunan daerah disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya. Salah satu hasil dari perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana 

Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD).  

      Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan 

daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia 

usaha. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 

merupakan RKPD tahun keempat periode RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-

2018. Prioritas daerah RKPD tahun 2017 tetap mengacu pada program prioritas dalam 

RPJMD, salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan.  

      Menurut (Badan Pusat Statistik, 2018) kemiskinan adalah penduduk yang memiliki 

rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan 

merupakan suatu batas untuk mengelompokan penduduk kedalam kategori miskin atau 
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tidak miskin, yang terdiri dari penjumlahan garis kemiskinan makanan dan garis 

kemiskinan non makanan. Dalam konsep kemiskinan, apabila pendapatan perindividu Rp. 

397.000 perbulan, maka termasuk ke dalam kategori miskin. Kemiskinan menyebabkan 

seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya seperti tidak 

terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, 

pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS) yang dirilis pada pertengahan Juli 2018 ini, jumlah penduduk miskin di 

Indonesia mencapai 25,95 juta jiwa (9,2%). Angka ini berkurang sekitar 630 ribu jiwa 

dibandingkan kondisi september 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12%). 

      Provinsi Sumatera Selatan baik secara jumlah maupun persentase penduduk miskin 

terus mengalami penurunan dari tahun 2009 sebesar 16,28 persen hingga 2017 sebesar 

13,19 persen dan secara keseluruhan terjadi penurunan tingkat kemiskinan dengan total 

sebesar 3,09 persen.  

 

Gambar I. Persentase Tingkat Kemiskinan Sumsel dan Nasional Tahun 2002–2017  

Sumber : Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 2017 

 

      Secara nasional, capaian Provinsi Sumatera Selatan juga sangat relevan sejalan dengan 

penurunan capaian rata-rata nasional. Meskipun angka Provinsi Sumatera Selatan berada 

diatas rata-rata nasional, namun secara peringkat posisi Sumatera Selatan saat ini telah 

bergerak kearah yang lebih baik dibandingkan dengan posisi pada tiga tahun sebelumnya.  
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Gambar II. Posisi Jumlah Penduduk Miskin Sumsel Secara Nasional Tahun 2017  
Sumber : Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 2017 

      Apabila dilihat dari porsi jumlah penduduk miskin, Provinsi Sumatera Selatan 

menduduki urutan ke 7 tertinggi pada tahun 2017 dari 34 Provinsi di Indonesia. Tentunya 

capaian Provinsi Sumatera Selatan tersebut merupakan akumulasi dari semua capaian 

kemiskinan di 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Meskipun tingkat kemiskinan di 

level nasional telah menurun, namun tingkat penurunan dan tantangan yang dihadapi setiap 

daerah berbeda-beda.  

      Dilihat dari dinamika tingkat kemiskinan tahun 2009-2017, kemiskinan diperdesaan 

lebih tinggi daripada di perkotaan. Pada September 2017, kemiskinan diperdesaan sebesar 

13,47 persen atau secara absolut 16,31 juta jiwa, sedangkan di perkotaan 7,26  persen atau 

secara absolut 10,27 juta jiwa. Garis kemiskinan nasional lebih tinggi daripada garis 

kemiskinan di perdesaan, dan garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi daripada garis 

kemiskinan nasional, karena pengeluaran di perkotaan lebih mahal dibandingkan rata-rata 

nasional dan apalagi dibandingkan dengan perdesaan. Beberapa komoditi yang memberi 

sumbangan besar terhadap garis kemiskinan pada tahun 2017 antara lain adalah beras, 

rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan daging sapi.  
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Tabel I. Perkembangan Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017 

No Kabupaten/Kota Tk Kemiskinan (%) Jumlah Kemiskinan 

1 Kota Palembang 11.4 184,410 

2 Ogan Komering Ilir 15.75 127,060 

3 Musi Banyuasin 16.75 105,080 

4 Banyuasin 11.47 95,280 

5 Muara Enim 13.19 81,300 

6 OKU Timur 11,0 72,810 

7 Lahat 16.81 67,330 

8 Ogan Ilir 13.58 56,850 

9 Musi Rawas 14.24 55,960 

10 Ogan Komering Ulu 12.95 46,340 

11 OKU Selatan 10.98 38,630 

12 Musi Rawas Utara 19.49 36,460 

13 Empat Lawang 12.44 30,290 

14 Kota Lubuk Linggau 13.12 29,540 

15 PALI 14.53 26,750 

16 Kota Prabumulih 11.42 20,720 

17 Kota Pagar Alam 8.89 12,120 

 Provinsi Sumsel 13.19 1,086,930 

  Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017 

      Jika dilihat kontribusi penyumbang kemiskinan Kabupaten/Kota terhadap jumlah 

penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017, maka Kabupaten/Kota 

penyumbang jumlah penduduk miskin tertinggi adalah Kota Palembang, Kabupaten Ogan 

Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin. Penduduk miskin 

terkonsentrasi paling banyak di Kota Palembang. hal ini menunjukkan bahwa semakin 

padat jumlah penduduk maka semakin banyak jumlah penduduk miskin yang berada di 

daerah tersebut. Namun apabila dilihat dari sebaran secara persentase, maka 

kabupaten/kota yang paling tinggi bahkan di atas persentase provinsi adalah Kabupaten 

Muratara, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering 

Iir.  
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Gambar III. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2017 

Sumber : Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 2017 

      Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Provinsi Sumatera 

Selatan pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun- tahun 

sebelumnya. Tetapi didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kemiskinan masih 

menjadi isu strategi dan terdapat dua masalah utama yang menjadi penyebab tingginya 

angka kemiskinan yaitu :  

a. Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja  

      Berdasarkan analisis data dari Basis Data Terpadu (BDT) yaitu data yang tersedia 

berisikan nama dan alamat seluruh penduduk Indonesia yang diurutkan menurut peringkat 

kesejahteraan tergambar pola permasalahan dimensi kemiskinan non konsumsi/non 

makanan yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan infrastruktur.  

      Permasalahan utama dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

tahun 2017 prioritas pembangunan penanggulangan kemiskinan di dominasi oleh 

ketenagakerjaan. telah terjadi kenaikan jumlah  pengangguran di Indonesia sebesar 10.000 

orang. Jumlah pengangguran pada Agustus 2017 sebesar 7,04 juta jiwa dari Agustus 2016 

sebesar 7,03 Juta Jiwa. Jumlah angkatan kerja yang masuk mencapai 3 juta orang per 
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tahun, jadi komposisi pekerja dan penganggurannya akan terus naik seiring jumlah 

penduduk. Sasaran berkurangnya pengangguran tenaga kerja belum maksimal jika dilihat 

dari tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Selatan yang sebesar 4,39 persen diatas 

target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sebesar 4,23 

persen pada tahun 2016 dan 2017.  

      Selain itu, masih banyak penduduk miskin yang tidak memiliki mata pencaharian dan 

perkerjaan yang layak bahkan tidak berkerja sama sekali atau terbatasnya kesempatan 

kerja.Mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan juga menerangkan bahwa dari 19 mata pencaharian penduduk miskin di 

Sumatera Selatan yang ada, mata pencaharian tertinggi memang didominasi pada sektor 

perkebunan (50,04%), pertanian tanaman padi palawija (20,25%), dan bangunan (6,07%). 

Pada sektor perkebunan terutama perkebunan karet lebih kurang 90 persennya adalah 

perkebunan rakyat yang tentunya pendapatan petani karet tersebut berkaitan dengan harga 

dan hasil panen karet. Ketika harga panen karet jatuh akan berdampak langsung pada 

pendapatan petani karet yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kesejahteraan 

masyarakat. 

       

Gambar IV. Mata Pencarian Penduduk Miskin Berdasarkan Basis Data Terpadu  

                     (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

Sumber : Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 2017  
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      Umumnya penduduk miskin yang bekerja di sektor perkebunan dan pertanian 

mengindikasikan juga rendahnya nilai tambah yang dihasilkan dari sektor tersebut, 

rendahnya kepemilikan lahan yang menyebabkan penduduk menjadi buruh tani, rendahnya 

sertifikasi kepemilikan lahan mengakibatkan rendahnya akses untuk permodalan dalam 

menyediakan sarana dan prasarana produksi, terjadinya alih fungsi lahan utamanya 

pertanian yang menyebabkan pengangguran, serta masih adanya kesenjangan akses 

pendidikan dan kesehatan yang menyebabkan rendahnya kemampuan sumber daya 

manusia terutama generasi muda miskin yang selanjutnya akan menyebabkan 

pengangguran atau menjadi buruh. 

      Pengangguran akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial, dan berakibat 

pada tidak adanya pendapatan yang akhirnya dapat menyebabkan kesejahteraan akan 

semakin merosot. Semakin menurun kesejahteraan akibat menganggur, dapat 

mengakibatkan peluang terjebak dalam kemiskinan. Tingginya angka pengangguran, 

secara ekonomi berpotensi mengurangi kesempatan dalam peningkatan produktivitas 

regional, dan secara sosial mencerminkan semakin besarnya beban bagi masyarakat. 

Dengan demikian secara perlahan masyarakat akan terdorong pada kelompok penduduk 

miskin. Jumlah pengangguran yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan. Tingkat 

pengangguran dapat menggambarkan kemampuan suatu struktur perekonomian dalam 

penyediaan lapangan pekerjaan, dimana sangat berpengaruh pada distribusi pendapatan 

dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. 

b. Jaminan dan Bantuan Sosial belum tepat sasaran  

      Permasalahan kedua didalam  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumatera 

Selatan  tahun 2017 yaitu jaminan dan bantuan sosial belum  tepat sasaran. Banyak 

program dan bantuan sosial seperti sekolah gratis, berobat gratis, rastra (beras sejahtera) 

dan program lainnya yang sudah dibuat tetapi ketika di implementasikan tidak sesuai 
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dengan apa yang diharapkan, dan pemerintah tidak mencari tahu apa yang menjadi 

penyebab terhambatnya implementasi program tersebut. Sementara itu, data yang dipakai 

untuk menjalankan program masih menggunakan data Basis Data Terpadu (BDT) ditahun 

2015.  

     Program-program penanggulangan kemiskinan belum berorientasi pada pembangunan 

kapasitas masyarakat dan pengembangan modal sosial pada masyarakat miskin serta belum 

tepat sasaran. Pendampingan pelaksanaan program belum memadai, baik dari sisi kualitas 

sumber daya manusia maupun dari sisi dukungan pemerintah daerah. Kendala mendasar 

lainnya adalah banyak dari pengambil keputusan terkadang kebingungan untuk mengetahui 

secara mendalam apa yang benar-benar menjadi penyebab dari kemiskinan. Data dan 

informasi yang menjadi dasar dari sebuah perencanaan dan sasaran pelaksanaan pada 

setiap penerima program/kegiatan terkadang tidak dapat disajikan dan digunakan dengan 

baik. Setiap tahunnya berbagai program/kegiatan yang tidak sedikit anggarannya telah 

dijalankan dengan harapan kemiskinan terus dapat bisa ditekan. Namun tetap saja angka 

kemiskinan relatif cukup tinggi dan penurunannya cenderung melambat dan landai. Akan 

menjadi percuma berbagai obat-obat penanggulangan kemiskinan banyak disuntikan jika 

tidak benar-benar diketahui siapa saja yang diobati, apa saja penyakitnya dan dimana saja 

sakitnya. 

        Pengentasan kemiskinan mempunyai permasalahan komplek sehingga tidak dapat 

diselesaikan secara cepat dan instan. Permasalahan mendasarnya adalah berbagai program 

yang telah dilaksanakan selama ini dirasa belum optimal akibat kurang efektif dan 

efisiennya akses terhadap data penduduk miskin. Selain itu, juga belum ada 

mapping/kesesuaian program/kegiatan dengan sasaran penerima manfaat. Sehubungan 

dengan hal tersebut pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam mendukung 

penanggulangan kemiskinan sangat tepat. Sebuah aplikasi yang dapat berfungsi untuk 
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pendataan kemiskinan (single database), analisa sederhana, serta memberikan masukan 

terhadap kebijakan didalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.  

      Tentunya perlu dicatat bahwa dampak dari suatu program penanggulangan kemiskinan 

yang dilakukan saat ini tidak dapat tergambar dalam waktu yang instan dan singkat, perlu 

waktu yang cukup panjang untuk mengukur program yang dilaksanakan saat ini terhadap 

dampak penurunan yang diharapkan, dan berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi Kebijakan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2017”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dilatar belakang tesebut, maka dirumuskanlah permasalahannya 

yaitu :  

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Prioritas 

Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2017? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Prioritas pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2017? 

C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah  

Daerah Prioritas Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2017? 
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2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Prioritas Pembangunan Penanggulangan 

Kemiskinan Provinsi Sumatera  Selatan Tahun 2017? 

D. Manfaat Penelitian  

     1. Manfaat Praktis  

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan 

bagi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Sosial, Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dan semua Instansi yang terlibat 

didalamnya dalam mengentaskan kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan.  

2. Manfaat Teoritis 

  Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dan informasi pada jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan 

dengan konsentrasi Kebijakan Publik mengenai Implementasi Kebijakan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Prioritas Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan.  
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